





   Jakarta, 22 Juni 1991
Nomor
: 802.3/5132/SJ

Sifat

: Segera


   Kepada.

Lampiran
: 1 (satu) berkas.

   Yth. Para Gubernur Kepala Daerah 

Perihal
: Penyelesaian usul ke-                Tingkat I



  naikan pangkat Pegawai

SELURUH INDONESIA



  Negeri Sipil di ling-






  kungan Departemen Da-



  lam Negeri.

Menunjuk kawat surat Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Tengah Nomor : 823/2248/ropeg tanggal 3 Juni 1991 perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan hormat diberitahukan hal-hal berikut :
1. Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1991 kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tk. I (I/b) sampai dengan Pengatur Tingkat I (II/d) dan untuk menjadi Juru Muda Tk. I (I/b) sampai dengan Pembina (IV/a) bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991, Nomor 20 Tahun 1991 tanggal 27 Maret 1991 dan keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1991 tanggal 29 April 1991 (fotocopy terlampir) keputusannya ditetapkan oleh Kepala BAKN, sedangkan kenaikan pangkat untuk menjadi Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (IV/a) bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan tertentu, keputusannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang setelah mendapat persetujuan Kepala Badan AdministrasiK Negara.

2.  Bahwa usul-usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dpb. dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Daerah yang diterima Biro Kepegawaian Departemen Dalam Negeri sejak tanggal 1 April 1991 sampai dengan 15 Mei 1991 berjumlah 6.595 orang.
Berdasarkan kenyataan ini Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor : 823/4259/SJ tanggal 27 Mei 1991 yang ditujukan kepada Kepala BAKN (fotocopy terlampir) mengusulkan agar penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Dpb. dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan setelah tanggal 1 April 1991 yang berjumlah sebagaimana tersebut diatas, minta dinyatakan tetap berlakunya ketentuan lama yaitu persetujuan kenaikan pangkat masih ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan usul-usul kenaikan pangkat yang diterima Departemen Dalam Negeri sejak tanggal 27 Mei 1991 akan diproses sesuaiketentuan yang baru.

3. Berkenaan dengan surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Kepala BAKN dengan surat Nomor : K.01-12/V. 1-60 tanggal 11 Juni 1991 (fotocopy terlampir), pada prinsipnya menyetujui kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang telah diselesaikan/diproses sampai dengan tanggal 15 Mei 1991 sejumlah 6.595 orang tersebut diatas tetap berlaku ketentuan lama, sedangkan usul-usul kenaikan pangkat yang diterima sejak tanggal 15 Mei 1991 tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 dan diproses sesuai dengan keputusan Kepala BAKN Nomor : 02 Tahun 1991 tanggal 29 April 1991.
4. Sejalan dengan hal tersebut diatas, terhitung muali tanggal 15 Mei 1991 penyelesaian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri adalah :

a. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1991 tanggal 27 Maret 1991 keputusannya ditetapkan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, setelah diterima data Kepegawaian dari Instansi yang bersangkutan yang penyampaiannya dengan menggunakan formulir D-IA dan D-IB yang akan dibagikan oleh Kepala BAKN pada waktu pengarahan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1991 yang direncanakan pada akhr bulan Juni 1991.

b. Pegawai Negeri Sipil diluar ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1991 tanggal 27 Maret 1991 untuk menjadi Penata Muda (III/a) sampai dengan Pembina (IV/a) diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri dan dimasukkan dalam formulir D-1 dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 802.3/9944/SJ tanggal 23-9-1989, untuk diteruskan kepada Kepala BAKN.
c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Pembina Tingkat I (IV/b) keatas, diusulkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bapak Presiden.

5. Sehubungan dengan adanya rencana Kepala BAKN untuk memberikan pengarahan sebagaimana tersebut pada angka 4 huruf a tersebut diatas diminta kepada saudara untuk memerintahkan Kepala Biro Kepegawaian beserta beberapa orang staf mempersiapkan diri dan menginventarisir permasalahan yang mungkin akan terjadi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara diatas untuk dicarikan jalan keluarnya.

Demikian untuk maklum.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

WALUJO, SH.

Pembina Utama Madya NIP.010019835
TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Sekretaris Jenderal

2. Sebagai laporan.

